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PERATURAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN

SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
NOMOR PK .02 / BPsOMP - 2651

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN NOMOR PK.2/BPSDMP 2018
TENTANG PEDOMAN PENGASUHAN TARUNA PADA LEMBAGA DIKLAT
TRANSPORTASI DI LINGKUNGAN BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembentukan karakter taruna selama
masa Pembelajaran Jarak Jauh, perlu untuk melakukan
perubahan pedoman pengasuhan taruna pada Lembaga
Diklat Transportasi di Lingkungan Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Perhubungan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor
PK.2/BPSDMP-2018 tentang Pedoman Pengasuhan Taruna
pada Lembaga Diklat Transportasi di Lingkungan Badan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan
Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 2336);



Menetapkan

2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang
Sumber Daya Manusia Di Bidang Transportasi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5310);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan
Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 795);

5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 209);

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 52 Tahun 2007
tentang Pendidikan dan  Pelatthan  Transportasi,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor KM 64 Tahun 2009 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor
KM 52 Tahun 2007 tentang Pendidikan dan Pelatihan
Transportasi;

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun
2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 1756);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA  MANUSIA PERHUBUNGAN NOMOR
PK.2/BPSDMP-2018 TENTANG PEDOMAN PENGASUHAN
TARUNA PADA LEMBAGA DIKLAT TRANSPORTASI DI

LINGKUNGAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA PERHUBUNGAN.



Pasal |
Lampiran Bab III Penyelenggaraan Pengasuhan, 3.4 Metode
Pengasuhan Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Perhubungan Nomor PK 2/BPSDMP-2018
Tentang Pedoman Pengasuhan Taruna Pada Lembaga Diklat
Transportasi di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Perhubungan, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Perhubungan Nomor PK 1 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor PK 2/BPSDMP-
2018 tentang Pedoman Pengasuhan Taruna pada Lembaga
Diklat Transportasi di Lingkungan Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Perhubungan, ditambahkan angka 11

baru sehingga berbunyi sebagai berikut:

3.4. Metode Pengasuhan

Metode pengasuhan yang digunakan untuk mengasuh

taruna pada Lembaga Diklat Transportai di lingkungan

BPSDMP adalah sebagai berikut:

1. Instruktif. Pemberian instruksi kepada Taruna
untuk mengetahui, meresapi, dan melakukan serta
melarang sesuatu dalam rangka meningkatkan
kedisiplinan, keterampilan, kemampuan, dan
kepandaian yang seimbang untk mencapai
kebulatan tujuan pendidikan dan pelatihan.

2. Edukatif. Metode ini digunkan untuk mendidik dan
memupuk motivasi serta menimbulkan gairah
dengan cara melibatkan Taruna agar aktif dalam
setiap kegiatan belajar mengajar.

3. Sugestif. Metode ini digunakan untuk membrikan
dorongan semangat dalam bentuk pandangan,
saran, atau nasihat dalam suasana yang lebih
komunikatif.

4. Persuasif. Metode ini digunakan untuk mengajak
Taruna agar senantiasa berbuat dan melakukan

tindakan positif dan konstruktif.



10.

Pemberian Kepercayaan. Taruna mendapatkan
kepecayaan dalam  mematuhi aturan dan
melaksanakan tugas-tugasnya tanpa diawasi atau
dioaksa, dengan demikian mereka akan berusaha
untuk menjalankan kepercayaan tersebut.
Pemberian kepercayaan ini dapat menimbulkan
sikap mandiri dan percaya diri.

Pemberian Sanksi. Sebagai tindakan mendidik
kepada Taruna sesuai jenis kadar perbuatan yang
dilakukan. Yang termasuk dengan sanksi selain
beruap  penghargaan/pujian  juga  termasuk
hukuman/ teguran.

Bimbingan dan Penyuluhan. Kegiatan yang
menuntun dan mengarah Taruna dalam rangka
membantu keluar dari kesulitan yang dihadapi, baik
yang berkaitan dengan masalah pribadi, teman,
pelajaran maupun kegiatan lain dialami oleh Taruna.
Pembiasaan. Pengasuhan dimana setiap Taruna
diharuskan bersikap dan berperilaku sesuai aturan
yang ditetapkan oleh lembaga diklat transportasi di
lingkungan BPSDMP.

Diskusi Kelompok. Teknik pengasuhan dengan cara
melaksanakan pertemuan kelompok dimana setiap
individu dalam kelompok mempunyai peran yang
berbeda satu dengan lainnya. Dengan teknik ini
diharapkan Taruna memahami jalan pikiran orang
lain dan menghargai orang lain sehingga
menimbulkan motivasi untuk mengatasi
kekurangan pada dirinya.

Kegiatan Organisasi. Memberikan kegiatan kepada
Taruna di luar kegiatan kurikuler untuk mendididk

kehidupan berorganisasi.



11. Pengasuhan Jarak Jauh. Proses pengasuhan Taruna
terpisah dari pendidik dan pembelajarannya

menggunakan alat telekomunikasi sesuai ketentuan.

Pasal I
Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Maret 2021

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN




